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ABSTRAK 

Oleh: 

Muhammad Sholihin 

 

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” adalah perkawinan yang  

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam  masyarakat 

yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum perkawinan 

terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan perkawinan semanda yang 

umumnya berlaku pada masyarakat adat yang matrilinial dalam rangka 

mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), setelah perkawinan terjadi 

suami dibawah kekuasaan kerabat istri maka timbul hak-hak dan kewajiban orang 

tua menurut hukum adat setempat. Dalam masyarakat semendo menggunakan 

sistem kewarisan mayorat yaitu harta warisan diwarisi keseluruhannya atau 

sebagian besarnya oleh seorang anak saja yaitu anak perempuan tertua atau sering 

disebut dengan tunggu tubang. Di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong 

Kabupaten Lampung Barat adat tunggu tubang berbeda dengan daerah lain, 

karena hak waris tunggu tubang dapat dilepas. Harta yang seharusnya dimiliki 

dapat dapat dengan mudah ditinggalkan. 

Adapun yang menjadi pokok  masalah dalam penelitian ini adalah: 1.  

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat Semendo 

didesa Sukaraja. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemutusan 

kewarisan terhadap anak tunggu tubang pada adat Semendo didesa Sukaraja. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem kewarisan adat 

Semendo. Dengan menganalisis pemutusan hak kewarisan anak tunggu tubang 

pada adat semendo menurut hukum Islam. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (field 

research). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan 

dilengkapi oleh data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan 

metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus pristiwa 

kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, Pandangan hukum Islam 

terhadap sistem kewarisan adat semendo di Desa Sukaraja tidak sesuai dengan 

hukum Islam. Karena menurut ketentuan hukum Islam tidak ada kewarisan adat 

tunggu tubang yang hak kewarisannya diistimewakan. Karena  menurut hukum 

Islam hak kewarisan anak perempuan tertua dengan anak yang perempuan terkecil 

sama banyak. Pandangan hukum Islam tetang pemutusan hak kewarisan anak 

tunggu tubang yang meninggalkan rumah hal ini di perbolehkan (mubah). Karena 

adat yang salah tidak perlu dipertahankan dan lebih maslahat anak perempuan 

tunggu tubang melepaskan hak kewarisan yang bukan haknya menurut hukum 

Islam. 



 

  



 

  



 

 

OMOOM 

جَاهِِ اِذسََكَِِىِّيسِّ مَّ ىدَِانِِوصَِيةِٞمِّ ََُٰ اِذسََكَِِٱلۡۡقَۡسَتُُنَََِِِٱىۡ مَّ ىيِىِّسَاءِِٓوصَِيةِٞمِّ ََ

ىدَِانِِ ََُٰ فۡسَُضٗاِِٱلۡۡقَۡسَتُُنَََِِِٱىۡ ِوصَِيثٗاِمَّ ِمَصسََُۚ َۡ ِمِىًُِۡأَ اِقوََّ  ٧ِمِمَّ

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bahagian yang telah ditetapkan, (Qs An-Nissa Ayat:7).
1
 

 

  

                                                             
1
  Departemen Aagama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang Toha Putra, 1998), h. 

665-666. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PEMUTUSAN WARIS BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT 

SEMENSO (Studi Kasus di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. 

Lampung Barat). Untuk menghindari dari kesalahpahaman dan salah 

pengertian terhadap judul skripsi ini, maka akan dijelaskan dan dimengertikan 



 

beberapa istilah yang ada pada judul skripsi ini. Diantaranya adalah seperti 

berikut.  

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa hasil telaah pandangan pendapat 

setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.
2
 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.
3
 Menurut 

Hasbi Ash-Shiddiqy hukum Islam diartikan ” hukum Islam adalah hukum 

yang bersifat umum dan kulil yang dapat diterapkan dalam perkembangan 

hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.
4
 

Waris adalah berasal dari kata al-mirats yang berarti mewarisi, yang 

artinya yaitu perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang sudah meninggal 

dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut 

berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah.
5
 

Tunggu tubang adalah anak perempuan tertua dalam adat semendo yang 

memegang kekuasaan atas semua harta didalam keluarganya, dengan syarat 

tunggu tubang harus tetap berada dirumah dan tidak pergi pasca atau setelah 

ia melakukan pernikahan karena dimaksudkan bahwa anak tertua dalam adat 

                                                             
2
Peter Salim dan Yenny Salim Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), h. 1198.  
3
 Amir Syarifuddin, pembaharuan pemikiran dalam hukum islam, Padang Angkasa 

raya, 1993, h. 17  
4
  Hasby ash-shiddiqy, falsafah hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h. 44 

5
 Muhammad Ali Al Sabaouni, Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, 

(Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 41. 



 

semendo harus menjaga kedua orang tuanya setelah menikah dan menjaga 

tradisi turun-temurun didalam rumah tersebut.
6
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis dalam memilih judul diatas adalah:  

1. Masyarakat di Desa Sukaraja kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung 

Barat, mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, didalam cara 

pembagian harta warisan mereka memakai adat kebiasaan yang berlaku 

yaitu adat Semendo. 

2. Lokasi Penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga mudah 

bagi penulis mencari data secara langsung.  

3. Judul skripsi yang penulis angkat berkaitan dengan disiplin ilmu yang 

penulis pelajari selama ini di Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwalus Al-

Syakhsiyah dan berkaitan juga dengan Hukum Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” adalah perkawinan yang  

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam  

masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada sejak sebelum 

perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan perkawinan 

semanda yang umumnya berlaku pada masyarakat adat yang metrilinial 

dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita). Maka 

                                                             
6
 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Adat Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 

1980), h. 12. 



 

setelah perkawinan terjadi maka suami dibawah kekuasaan kerabat istri maka 

timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat. 
7
 

Menurut hukum adat mengenai kedudukan harta perkawinan 

dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya. Bentuk perkawinan yang 

berlaku dan jenis hartanya. 

Pada masyarakat Patrilinial dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk 

perkawinan dengan pembayaran jujur dimana istri tunduk pada hukum 

kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai 

oleh suami sebagai kepala keluarga dan dibantu oleh istri sebagai ibu rumah 

tangga. Jadi semua harta seperti harta perceraian (harta bersama), harta 

bawaan (hadiah dan warisan) dan harta pusaka (harta peninggalan), 

penguasaannya untuk kehidupan rumah tangga di pegang oleh suami yang di 

bantu istri sebagai pendampingnya.
8
Sistem waris dalam adat bedasarkan pada 

aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta 

peninggalan atau warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para 

waris dari generasi kegenerasi berikutnya. Menurut  Terr Haar dikatakan 

bahwa,” Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur 

tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan 

harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke 

generasi.”
9
 

                                                             
7
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 184. 
8
Ibid, h. 198. 

9
Ibid,h.  211. 



 

Dilihat dari orang yang mendapat warisan di Indonesia ini kita 

menjumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu sistem kewarisan 

Mayorat yang berarti harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian 

besarnya oleh seorang anak saja anak tertua ditanah semendo sumatera 

selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua yang 

menguasai semua harta peninggalan atau sering di sebut dengan “tunggu 

tubing.”
10

 

Berdasarkan Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam surah An-Nissa 

ayat 11 yang berbunyi: 

ُِِيُُصِينُمُِ ِِٱللَّّ ِحَظِّ ِمِصۡوُ ِىيِرَّمَسِ دِمُمۡۖۡ ىََٰ َۡ ِأَ قَِِفإَنِِٱلۡۡوُصيَيَۡهَِِۚفيِٓ ُۡ ِفَ ِوسَِاءٓٗ مُهَّ

ِِٱشۡىرَيَۡهِِ ِفيٍََاَ حِدَجٗ َََٰ ِ ِمَاودَۡ إنِ ََ ِ ِذسََكَۖۡ ِمَا ِشيُصُاَ ِِٱىىِّصۡفَُِۚفيٍََهَُّ ِىنُِوِّ ًِ يۡ َُ لِۡتََ ََ
ىٍۡمَُاِ حِدِٖمِّ دُسَََُِٰ اِذسََِِٱىسُّ ُِِۥإنِِمَانَِىًَُِِكَِمِمَّ ِفإَنِِىَّمِۡينَُهِىًَّ ىدََٞۚ زِشًَُِِۥََ ََ ََ ىدَِٞ ِِۥََٓ

ِ ًِ ِفلَِِمُِّ ايُ َُ ِأتََ
َۚ
ِىًَُِِٱىصُّيسُُ ِمَانَ ِِِۥٓفإَنِ ًِ ِفلَِِمُِّ جٞ َُ إخِۡ

دُسَُِۚ صِيَّحِِٖٱىسُّ ََ ِ ِتعَۡدِ مِهۢ

ِأيَُّ ِذدَۡزَُنَ ِلََ أتَۡىاَؤُٓمُمۡ ََ ِ ِءَاتاَؤُٓمُمۡ ِدَيۡهٍٍۗ َۡ ِأَ ٍِِمُِۡيُُصِيِتٍِآَ ِوفَۡعٗاَۚ ِىنَُمۡ أقَۡسَبُ

هَِ ٍِِۗفسَِيضَحِٗمِّ ِِٱللَّّ َِإنَِّ  ١١نَِعَييِمًاِحَنِيمٗاِمَاِٱللَّّ

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua 

orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya 
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bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. An-Nissa: 11).
11

 

Dalam kewarisan hukum Islam ada syarat-syarat untuk pelaksanaan  

hukum kewarisan yaitu: 

1. Kepastian orang yang meninggal mempunyai harta. 

2. Kepastian hidupnya ahli warias ketika pewaris meninggal dunia. 

3. Diketahui sebab-sebab ahli waris.
12

 

Hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam pelaksanaannya adanya 

hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam adanya harta sendiri 

sendiri dan harta bersama setelah menikah serta harta yang diperoleh 

setelah mendapat waris.
13

 

Sebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah 

meninggal dunia menurut Rasulullah dan Kompilasi Hukum Islam 

ditemukan dua penyebab yaitu adanya hubungan kekerabatan hubungan 

perkawinan. 

Adapun sebab-sebab yang menghilangkan hak kewarisan dalam 

Islam, apabila dianalisis sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan 

harta waris terdapat 2 (dua) penyebab yang dapat menggugurkan hak 

tersebut yaitu: 

1. Perbedaan Agama  
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Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya kewarisan 

sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah dari usamah bin Zaid, 

diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah 

telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang 

bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari 

seorang muslim.
14

 

2. Pembunuhan  

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan 

dari sipewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadits Rasulullah dari Abu 

Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tirmizi bahwa: 

“Seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan 

dari seseorang yang dibunuhnya itu.”
15

 

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, 

keluarga, biasa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata 

susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat 

yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan para 

warga adatnya adalah saran untuk melangsungkan hidup kelompoknya 

secara tertibkan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru 

yang akan melanjutkan garis hidupnya. 
16

 

Ambik anak adalah pernikahan yang ada pada adat semendo dimana 

setelah menikah suami, melepaskan diri dari hubungan keluarganya dan 

                                                             
14

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

cet.ke-2,h.  112. 
15

 Ibid, h.  113. 
16

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Adat Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 

1980), h.10 . 



 

ikut dalam keluarga istri untuk menjaga tradisi dalam keluarga istri yang 

merupakan anak perempuan tertua dalam keluarga istilahnya biasa disebut  

anak “tunggu tubang”.  

Tetapi pada saat ini didesa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kab. 

Lampung Barat adat pernikahan ambik anak tidak hanya dilakukan oleh 

suami tapi juga dilakukan pada perempuan tunggu tubang yang setatusnya 

harus tetap tinggal dirumah untuk menjaga orang tua dan harta dalam 

keluarganya. 

Semakin berkembangnya zaman terkadang aturan adat sering 

diabaikan pernikahan ambik anak yang dilakukan tunggu tubang dimana 

setelah menikah tunggu tubang  pergi dari rumah mengikuti suami untuk 

membangun keluarga sendiri sehingga mengakibatkan putusnya hubungan 

terhadap keluarganya. akibat yang tejadi setelah perkawinan ambik anak 

dengan cara ditunakkah berakibat pada pewarisan dan akibat terhadap 

hubungan dengan orang tua. 

Perkawinan ambik anak dengan cara ditunakkh yang dilakukan 

perempuan tunggu tubang selain berakibat terhadap pembagian harta waris 

bagi anak anak juga berakibat terhadap sistem kekeluargaan. Seorang 

suami atau istri terlepas hak dan tanggung jawabnya, sehingga berakibat 

pula terhadap hak warisnya dari orang tuanya itu. Seorang istri 

umpamanya tidak berhak lagi atas warisan yang ditinggalkan oleh orang 

tuanya. 



 

 Hubungan keluarga antara anak perempuan dengan orang tuanya 

masih tetap berlangsung, walaupun sebagai akibatnya dari perkawinan 

ambik anak yang dilakukannya, ia tidak mempunyai hubungan yang 

menyangkut harta waris, dari segi tanggung jawab terhadap orang tuanya 

mungkin sesekali seorang tidak akan dapat memikul secara penuh karena 

ia telah berkeluarga. Meskipun demikian,ia harus tetap berbuat baik dan 

berbakti kepada orang tuanya dari segi ini masih dapat dikatakan  sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Pemutusan hubungan antara orang tua dan anaknya yang melaku 

kan perkawina ambik anak dengan cara ditunakkah merupakan tindakan 

yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, menurut Syariat Islam harta 

warisan tetap diperoleh serta antara orang tua dan anaknya tetap berlaku 

dan wajib dilaksanakan pengecualian hanya ada, jika terdapat penghalang 

untuk mewarisi harta peninggalan.
17

 

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai 

waris pada kalangan masyarakat khususnya pada desa Sukaraja 

Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat, dalam hal yang 

penulis temui di lapangan, bahwa ada sebagian masyarakat yang 

melakukan pemutusan warisan, Menurut mereka hal demikian adalah 

aturan yang berlaku pada adat istiadat dimana pemutusan warisan dapat 

dilakukan apabila terjadi pernikahan dimana ahli waris atau biasa disebut 
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tunggu tubang meninggalkan rumah untuk mengikuti suami pergi maka 

mereka menganggap ahli waris tersebut tidak berhak menerima semua 

harta benda orang tua nya sehingga ahli waris dapat diganti, menurut 

mereka  tunggu tubang yang pergi dari rumah tidak dapat meneruskan adat 

istiadat didalam rumah tersebut maka warisnya akan diputus. Dalam hal 

ini maka penulis tertarik dalam membahas skripsi yang berjudul 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUTUSAN WARIS 

BAGI ANAK TUNGGU TUBANG PADA ADAT SEMENDO (Studi 

Kasus di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab. Lampung Barat)”.  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat 

semendo didesa Sukaraja ? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemutusan kewarisan 

terhadap anak Tunggu Tubang pada adat semendo didesa Sukaraja? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan 

adat semendo. 

b. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap pemutusan 

kewarisan terhadap anak tunggu tubang pada adat semendo. 

2. Kegunaan penelitaan  



 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai peraktek 

pembagian harta waris dalam masyarakat Adat Semendo.  

b. Secara peraktis, bagi masyarakat luas dapat memahami ataupun dapat 

mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pembagian harta waris antara hukum kewarisan Adat dan kewarisan 

Islam.  

  



 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (fie 

research).
18

 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

responden dan tertuju langsung didaerah tempat penelitian. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu 

metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, 

dijelaskan, dianalisis,diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.
19

 

2. Sumber data  

a. Data primer  

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

baik melalui wawancara,observasi maupun laporan dalam bentuk 

dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. 
20

 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan 

berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian. 
21
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3. Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang 

diselidiki.
22

. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan 

memperkuat data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan 

dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Dalam pelaksanaanya, 

observasi yang dipakai dalam penelitian ini, adalah menggunakan observasi 

non-pasrtisipan. Observasi non-partisipasi (Non Participant Observation) 

yaitu observer tidak diambil bagian secara langsung didalam situasi kehidupan 

yang di observasi, tetapi dapat dikatakan sebagai penonton, jadi tidak sebagai 

pemain, pengamat tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan dilakukan tetapi 

peneliti berada dilokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya sebagai 

pengamat dan pencatat terhadap semua gejala yang berkaitan proses dan tahap 

pelaksanaan layanan bimbingan karir yang dilakukan. . 

b. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang 

dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di 

wawancarai. Adapun hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan 

wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada narasumber.
23

. Disini peneliti menggunakan metode wawancara 

mendalam (in-depth interview), dimana peneliti terlibat langsung secara 

mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang 
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dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya 

serta dilakukan berkali-kali. 
24

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa 

dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. 
25

 

4. Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan 

permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul. 

b. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data seara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. 

c. Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian
26

 Menurut 

Sugiyono, Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri 

atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya.
27

 Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian skripsi ini adalah yang mengenai tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap pemutusan waris bagi anak tunggu tubang Dari data 

observasi yang penulis dapat populasi dalam penelitian ini adalah 

beberapa masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten 

Lampung Barat sebagai populasi yang hendak digeneralisasikan. 

b. Sampel 

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu 

misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi 

tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.
28

 

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah bagian dari populasi yang 

akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.
29

 Adapun teknik 

pengambilan sampel yang penulis gunakan yaitu teknik nonprobability 

sampling atau non random yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, 

sampling sistematis, kouta, aksidental, purposive, jenuh dan snowball.
30

 

Kemudian jenis teknik sampling yang penulis gunakan yaitu 

purposive sampling. Dalam purposive sampling, pemilihan sekelompok 

subjek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 
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mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah agar memudahkan peneliti dalam kegiatan 

penelitian ini, Maka yang dijadikan sempel dalam penelitian ini adalah 

orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pemutusan 

waris bagi anak tunggu tubang dalam perspektif Islam. Jumlah sempel 

yang diambil dalam masyarakat yaitu terdiri dari: 

1) Tokoh masyarakat 1 orang 

2) Tokoh adat 1 orang 

3) Tokoh agama 1 orang 

4) Aparatur desa 1 orang  

5) Masyarakat desa sukaraja 2 orang 

6) Masyarakat yang melakukan pemutusan waris pada anak tunggu 

tubang 4 orang. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih 

mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
31

 Data yang 

di analisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan 
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data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis 

menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat 

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta 

atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang 

mempunyai sifat umum.
32
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam  

Hukum Kewarisan Islam biasa disebut Faraidl. Menurut kitab Ia-

natut Tholibin, Faraidl mnurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) 

dan pada syara’ ialah bagian yang di qadarkan/ditentukan bagi waris. 

Faraidl adalah jama’ dari Faridlah yang berarti :suatu bagian tertentu, jadi 

Faraidl berarti bagian tertentu. Dengan demikian Faraidl di khususkan 

untuk suatu sebagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecil nya oleh 

syara’. Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada 

orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang 

mempunyai harta. karenanaya detik seseorang menghembuskan nafas yang 

penghabisan disebut wafat atau meninggal, benar benar mempunyai arti 

hukum.
33

 

Hukum Kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan 

dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitugan agar sampai 

kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian bagian yang wajib 

diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.
34
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Didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf adalah 

hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya msing masing. Dalam konteks 

yang lebih umum warisan dapat diartikan sebgian perpindahan hak 

kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang 

masih hidup.
35

 

 Pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf F menyebutkan, 

“wasiat menurut pemberian suatu benda dari kepada orang lain atau 

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.
36

 Oleh 

karena itu harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris telah meninggal 

dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal 

ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada 

dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan 

bila kepentingan sianak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan 

dianggap dia tidak pernah ada. Supaya dapat bertindak sebagi ahli waris, 

seorang harus atau telah ada pada saat warisan jatuh meluang.
37

  

2. Dasar Hukum Waris Islam 

a. Pada dasarnya pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum 

Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat alqur’an yaitu: 

1). Surah An-Nisa ayat 7 
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جَاهِِ اِذسََكَِِىِّيسِّ مَّ ىدَِانِِوصَِيةِٞمِّ ََُٰ اِِٱلۡۡقَۡسَتُُنَََِِِٱىۡ مَّ ىيِىِّسَاءِِٓوصَِيةِٞمِّ ََ
ىدَِانِِذسََكَِ ََُٰ فۡسَُضٗاِِٱلۡۡقَۡسَتُُنَََِِِٱىۡ ِوصَِيثٗاِمَّ ِمَصسََُۚ َۡ ِمِىًُِۡأَ اِقوََّ  ٧ِمِمَّ

 
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik  

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” 

 

Jadi, didalam surah An-Nisa ayai 7 menjelas kan bahwa laki-laki 

maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan, yaitu 

sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tua atau kerabatnya. 

Perbedaan jenis kelamin bukan merupakan penghalang bagi seseorang 

untuk mendapatkan warisan. Baik laki-laki maupun perempuan sudah 

ditentukan bagiannya sendiri-sendiri oleh Allah SWT.
38

 

2).  Surah An-Nisa ayat 11 

ُِِيُُصِينُمُِ ِِٱللَّّ ِىيِرَّمَسِِمِصۡوُِحَظِّ دِمُمۡۖۡ ىََٰ َۡ قَِِٱلۡۡوُصيَيَۡهَِِۚفيِِٓأَ ُۡ ِوسَِاءِٓٗفَ فإَنِِمُهَّ

حِدَجِٗفيٍََاَِِٱشۡىرَيَۡهِِ َََٰ إنِِمَاودَِۡ ََ ِ ِشيُصُاَِمَاِذسََكَۖۡ فيٍََهَُّ
ِِٱىىِّصۡفَُِۚ ِىنُِوِّ ًِ يۡ َُ لِۡتََ ََ

ِ ىٍۡمَُا ِمِّ حِدٖ دُسَََُِٰ ِذسََِِٱىسُّ ا ِىًَُِِكَِمِمَّ ِمَانَ ُِِۥإنِ ِىًَّ ِينَُه ِىَّمۡ ِفإَنِ ىدََٞۚ ىدَِِٞۥََ ََ
زِشًَُِ ََ ِِِۥََٓ ًِ ِفلَِِمُِّ ايُ َُ ِأتََ

َۚ
ِىًَُِِٱىصُّيسُُ ِمَانَ ِِِۥٓفإَنِ ًِ ِفلَِِمُِّ جٞ َُ إخِۡ

دُسَُِۚ ِتعَۡدِِِٱىسُّ مِهۢ

ِأيَُّ ِذدَۡزَُنَ ِلََ أتَۡىاَؤُٓمُمۡ ََ ِ ِءَاتاَؤُٓمُمۡ ِدَيۡهٍٍۗ َۡ ِأَ ِيُُصِيِتٍِآَ صِيَّحٖ أقَۡسَبٍُِِمََُِۡ

هَِِىنَُمِۡ ِفسَِيضَحِٗمِّ ٍِِۗوفَۡعٗاَۚ ِِٱللَّّ َِإنَِّ ١١ِِمَانَِعَييِمًاِحَنِيمٗاِِٱللَّّ
 

Artinya: “Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian 

dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan 

untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

                                                             
38

 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum kewarisan, (Jakarta:PT Dunia 

Pustaka Jaya, 1995), h. 12.  



 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

 

Jadi, didalam surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa Allah telah 

mensyariatkan tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kelak, dan utuk 

dua orang ibu bapak serta pembagian-pembagian tertentu sesudah dipenuhi 

wasiat yang ia buat atau sesudah di bayar utangnya, dan tentang siapa 

diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, dan ini 

merupakan ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha bijaksana.
39

 

3). Surah An-Nisa ayat 12 

ِمَانَِ ِفإَنِ ىدََٞۚ ََ ِ هَُّ ِىٍَّ ِينَُه ِىَّمۡ ِإنِ جُنُمۡ َََٰ ِأشَۡ ِذسََكَ ِمَا ِوصِۡفُ ىنَُمۡ ََ ۞

ىدَِٞفيَنَُمُِ ََ ِ تعُُِىٍَهَُّ ِِٱىسُّ ِدَيۡهَٖۚ َۡ صِيَّحِٖيُُصِيهَِتٍِآَِأَ ََ ِمِهِۢتعَۡدِِ اِذسََمۡهََۚ مِمَّ

ِ ىٍَهَُّ تعََُُِ ىَِِٱىسُّ ََ اِذسََمۡرمُِۡإنِِىَّمِۡينَُهِىَّنُمِۡ مِمَّ
ِِدَِٞۚ ىدَِٞفيٍََهَُّ ََ فإَنِِمَانَِىنَُمِۡ

ََِِٱىصُّمُهُِ ِ ِدَيۡهٍٖۗ َۡ ِأَ ِتٍِآَ ِذُُصُُنَ صِيَّحٖ ََ ِ ِتعَۡدِ هۢ ِمِّ ِذسََمۡرمَُۚ ا ِمَانَِمِمَّ إنِ

ِ َِ ِأَ يحًَ
ِمَيََٰ ِيُُزَزُ ىًَُِِٱمۡسَأجَِٞزَجُوٞ ىٍۡمَُاِِِۥََٓ ِمِّ حِدٖ َََٰ ِ ِفيَنُِوِّ ِأخُۡدٞ َۡ ِأَ أخٌَ

دُسَُِۚ ِأَِِٱىسُّ اْ ُٓ ِمَاوُ ِِمۡصسََِفإَنِ ِفيِ ِشُسَمَاءُٓ ِفٍَمُۡ ىلَِ ِذََٰ ِتعَۡدِِِٱىصُّيسَُِِۚمِه مِهۢ

ََِ ِ ِدَيۡهٍِغَيۡسَِمُضَازَّٖٓۚ َۡ ِأَ ِتٍِآَ صِيَّحِٖيُُصَىَٰ هَََِ ٍِِۗصِيَّحِٗمِّ ََُِِِٱللَّّ عَييِمٌِِٱللَّّ

١١ِِحَييِمِٞ
 

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. 

Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat 

yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
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hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan 

yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 

saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 

seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau 

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada 

ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at 

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Penyantun”. 

 

Jadi, didalam surah An-Nisa ayat 12 menjelaskan bahwa seorang 

laki-laki berhak memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan 

oleh istri-istrimu, apabila mereka wafat tanpa meninggalkan anak. 

Dan jika mereka meninggalkan anak, maka hanya memperoleh 

seperempat dari peninggalan mereka setelah dipenuhi wasiat atau 

utang piutangnya. Dengan demikian harus sesuai dengan syari’at 

yang benar, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

penyantun.
40

 

4). Surah An-Nisa ayat 176 

ُِقوُِِِيسَۡرفَۡرُُولََِ يحََِِۚيفُۡريِنُمِۡفيِِِٱللَّّ ِِٱىۡنَيََٰ ىدَِِٞۥٌيَلََِىيَۡسَِىًَُِِٱمۡسُؤٌاِْإنِِ ََ
ىًَُِ ِِِۥََٓ ىدََٞۚ ََ ِ اَ ِينَُهِىٍَّ ِىَّمۡ ِإنِ ِيسَِشٍُآَ َُ ٌُ ََ ِ ِذسََكََۚ ِوصِۡفُِمَا أخُۡدِٞفيٍََاَ

اِذسََكََِِۚٱىصُّيصُاَنِِفيٍََمَُاِِٱشۡىرَيَۡهِِفإَنِِمَاورَاَِ ِإخِِِۡمِمَّ اْ ُٓ إنِِمَاوُ جَالَََِٗ جِٗزِّ َُ
ِ ِحَظِّ ِمِصۡوُ ِفيَيِرَّمَسِ وسَِاءٓٗ ِِٱلۡۡوُصيَيَۡهٍََِِۗ ُِيثُيَِّهُ ََِِٱللَّّ ِ

ِذضَِيُُّاٍْۗ ِأنَ ُِىنَُمۡ ِٱللَّّ

ِ ِشَيۡءٍِعَييِمُۢ ١٧١ِِتنُِوِّ
 

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 
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dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris 

itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya 

kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 

 

Jadi, didalam surah An-Nisa ayat 176 menjelaskan bahwa 

jikaseseorang meninggal dunia, dan ia mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagikeduanya dua pertiga dari harta 

yang ditiggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka memiliki 

saudara laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak 

dua bagian saudara perempuan. Sesungguhnya Allah menerangkan 

kepadamu agar tidak tersesat, dan Allah maha mengetahi segala 

sesuatu.
41

 

5). Surah Al-Baqarah ayat 233 

خََُِِ ىدََِٰ ََُٰ ِِٱىۡ ِيرُمَِّ ِأنَ ِأزََادَ ِىمَِهۡ ِمَامِييَۡهِۖۡ ىيَۡهِ ُۡ ِحَ دٌَهَُّ ىََٰ َۡ ِأَ يسُۡضِعۡهَ
ضَاعَحََِۚ ِِٱىسَّ عَيىَ ىُُدََِِ ُۡ ِتِِِۥىًَُِِٱىۡمَ ذٍُهَُّ َُ مِسۡ ََ ِ لََِِٱىۡمَعۡسَُفَِِۚزِشۡقٍُهَُّ

ىدٌَِاَِ َُ ِتِ
ىدَِجُۢ َََٰ ِ ِلََِذضَُازَّٓ سۡعٍَاََۚ َُ ِ لََِذنَُيَّفُِوفَۡسٌِإلََِّ ىُُدِٞىَََِِّ ُۡ ىدَِيًِِِۥُِمَ َُ َِۦِۚتِ

ِ عَيىَ ازِزََِِ َُ ىٍۡمَُاِِٱىۡ ِمِّ ِذسََاضٖ ِعَه ِفصَِالًَ ِأزََادَا ِفإَنِۡ ىلٍَِۗ ِذََٰ مِصۡوُ

ِفلَََِ دَمُمۡ ىََٰ َۡ ِأَ اْ ُٓ ِأنَِذسَۡرسَۡضِعُ ِأزََدذُّمۡ إنِۡ ََ ِ ٍِمَاٍۗ زِٖفلَََِجُىاَحَِعَييَۡ َُ ذشََا ََ
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ِمَِّ ِسَيَّمۡرمُ ِإذَِا ِعَييَۡنُمۡ ِتِِِآِجُىاَحَ َِِٱذَّقُُاََِِِْىۡمَعۡسَُفٍِِۗٱءَاذيَۡرمُ اََِِِْٱللَّّ ُٓ ِٱعۡيمَُ

ِ َِأنََّ ١٢٢ِِتمَِاِذعَۡمَيُُنَِتصَِيسِِٞٱللَّّ

 
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 

cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa 

atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. 

 

Jadi, didalam surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa 

seorang ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi 

yang ingin menyempurnaan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya, dan jika 

anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

bla kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.
42
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b. Hadits 

Meskipun al-Qur’an telah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli 

waris dan bagiannya, hadis yang menerangkan beberapa hal tentang 

pembagian warisan, terutama yang telah disebutkan dalam al-Qur’an 

seperti untuk mempelajari hukum waris 

c. Ijma’ dan Ijtihad 

Ijma’ dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan ujtahid 

kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya 

terhadap pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nas nas yang 

sahih.
43

  

3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris 

Dalam syarat pembagian waris ada bebrapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu: 

a. Meninggal dunianya pewaris 

Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal dinia Ihakiki 

(sejati) yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus 

melalui pembuktian, bahwa telah meninggal dunia.
44

 meninggal dunia 

hukmi (menurut putusan hakim) dimna kematian yang secara yuridis 

melallui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa 

terjadi seperti dalam kasuss seseorangyang telah dinyatakan hilangtanpa 

diketahui dimana dan bagaimana keadaannya setelah dilakukan upaya 
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upaya tertentu.
45

 Adapun  meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan) 

yaitu anggapan atu perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. 

Misalnya, seseorang yang telah diketahui kabar beritanya, dan patut 

diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka 

ia dapat dinyatakan meninggal.
46

 

b. Hidupnya Ahli Waris 

Hidupnya Ahli Waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. 

Ahli Waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan tersebut diperoleh melallui 

jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal, 

sipewarisnya harus benar benar hidup.
47

 

c. Mengetahui Status Perkawinan  

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, 

haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami 

istri, hubungan orangtua-anak dn hubungan saudara, baik sekandung, 

sebapak maupun seibu.
48

 

Rukun pembagian waris dalam hukum islam terbagi menjadi (1) 

pewaris, (2) harta warisan, dan(3) ahli waris. Ketiga komponen ini 

saling berkaitan, dan masing masing mempunyai kekuatan tersendiri, 

dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Pewaris (Al-Muwarris) 

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, 

meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah 

pewaris ini secara khusus dikaitkan dengan suatu peroses pengalihan 

hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada 

keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seseorang yang 

masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganyatidak 

dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu diakukan pada saat 

menjelang kematiannya.
49

 

  Menurut sistem  hukum  waris Islam, pewaris adalah orang 

yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan 

beragama Islam baik yang mewariskan maupun yang mewarisi harta 

warisan harus beragama Islam, karena seseorang muslim yang 

meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali 

(punah), maka harta warisannya diserahkan kepaa Baitul Mall, dan 

ledbih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum 

muslimin.
50

 

2) Harta Warisan (Al-Mauuruts) 

Harta warisan adalah harta bawaan yang ditmabah dengan harta 

bawaan sesudah digunakan keperluan pewaris selam sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurus jenazah, pembayaran hutang serta 
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wasiat pewaris.
51

 Sedangkan pengertian harta warisan menurut pasal 

171 huruf e KHI yaitu: Harta warisan adalah harta bawaan ditambah 

bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan 

jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian kerabat”.
52

 

3) Ahli Waris (Al-Waarits) 

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan 

kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan 

pewaris, beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi 

ahli waris.
53

 

Termasuk dalam pengertian inibayi yang masih berada dalam 

kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastiakan 

hidup melallui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bai 

tersebut telah memperoleh harta warisan dari si pewaris. Untuk itu 

perlu diketahui batasan mengenai batas minimal atau paling lam 

batas maksimal usia kandungan, ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kepada siapa janin tersebut akan dinasabahkan. Yang dapat menjadi 

ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Adalah ahli waris yang 

juga beragama Islam. Ahli waris yang beragama islam dapat 

diketahui dari kartu identitas atau pengakuan dan kesaksian, 

sedangkan bayi yang baru lahir dan belum dewasa, beragama 
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menurut ayah dan lingkungan bayi tersebut.
54

 Dalam KHI Pasal 171 

huruf c pengertian ahli waris yaitu: “Ahli waris adalah orang pada 

saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah 

atauhubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. 

4. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris 

Salah satu yang terpenting dalam hukum waris Islam kalau ditinjau 

dari asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa arab Waarits (yang 

tinggal atau yang kekal) dengan demikian apabila di persoalkan dengan 

hukum waris Islam waarits tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk 

menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan 

diistilahkan sebagai ahli waris.
55

 

Dalam ketentuan hukum waris Islam dapat dianalisis yang menjadi 

sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari sipewaris ahli waris dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Karena Hubungan Perkawinan 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) 

disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayat dengan 

seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami 

atau istri dari si mayat. 
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b. Karena Adanya Hubungan Darah 

Seseorang dapat menjadi ahli waris dan memperoleh warisan dari 

sipewaris disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah 

kekeluargaan dengan si mayat, yang termasuk dalam klasifikasi ini 

seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara dan lain-lain. 

c. Karena Kemerdekaan Si Mayat 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari 

mayat disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayat dari 

perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau perempuan. 

d. Karena sesama Islam 

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli 

waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada 

Baitul Mall, untuk dipergunakan sebagai kepentingan kaum muslimin.
56

 

5. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris 

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan simeninggal dunia 

dalam memiliki dan memanfaat kan harta yang dimilikinya. Biasanya 

penggantian ini dipercayakan kepada yang telah banyak memberikan 

bantuan, pelayanan ,sepertihal nya dalam berumah tangga demi pendidikan 

putra putri seperti suami istri. Disamping itu pula harta warisan 

dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih 
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sayang, menafkahinya, mendidik dan mendewasaknnya seperti orangtua 

dan leluhurnya.
57

   

Dalam hal ini hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang 

bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan:  

a. Pembunuhan 

Apabila perbuatan membunuh yang dilakukan ahli waris terhadap si 

pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh 

tersebut) untuk mendapatkan warisan dari sipewaris. Ketentuan ini 

berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw, dari Abu Hurairah menurut 

Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa, “Seseorang yang 

membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang 

dibunuhnya,”.
58

  Tentang bentuk-bentuk  pembunuhan yang menjadi 

penghalang untuk mendapatkan warisan ini tidak ada kesamaan 

pendapat para ulama: menurut Imam Maliki “Pembunuhan yang 

menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuha yang disengaja,” 

menurut Imam Hambali “ bahwa pembunuhan yang menghalangi hak 

kewarisan adalah pembunuhan tidak denga hak, sedangkan dengan hak 

tidak menjadi penghalang kewarisan, sebab pembunuhnya bebas dari 

sanksi akherat”.  

Terhalangnya sipembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari 

yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan: 
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1) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang menjadi 

sebab andanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka 

terputus pula musabahnya. 

2)  Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya pewarisan. 

3)  Pembunuhan merupkan tindak pidana yang dalam istilah agama 

merupakan perbuatan maksiat. 

b.  Perbedaan Agama 

 Seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang buakan muslim, 

begitu juga sebaliknyaseseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris 

dari seseorang muslim. Ketentuan ini didasarkan pada buyi sebuah 

hadist dari Usamah ibn Zaid menurutbriwayat al-Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artiya sebagi berikut: 

“seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim 

dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang 

muslim,”.
59

 

6. Penggolongan Ahli Waris 

Ahli waris dapat dikelompokan menjadi 3 bagian yakni (1) Ashabul 

furudh atau Dzawil Furudh, (2) Ashabah, dan (3) Dzawil arham. 

a. Ashabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta 

peninggalan yg sudah ditentukan oleh Al-Qur’an, As-Sunnah dan 

Ijmak. Adapun yang termasuk ashabul furudh adalah: anak laki-laki, 

cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakuk (ayah dari ayah), saudara 
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laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki 

sekandung, keponakan laki-laki seayah, saudara seaya atau paman yang 

seibu seayah, anak paman yang seibu seayah, orang laki-laki yang 

memerdekakannya, anak perempua, (ibunya ayah), saudara perempuan 

yang seibu seayah, nenk perempuan (ibunya ibu), nenk perempuan 

(ibunya ayah), saudara perempuan yang seibu, istri, orang perempuan 

yang memerdekakannya.
60

  

b. Ashabah secara bahassa (etimologi) adalah pembela, penolong, 

pelindung, atau kerabat dari ayah. Menurut stilah adalah ahli waris yang 

dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti bisa 

menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama 

sekali. Dengan kata lain,ahli waris ashabah adalah ahli waris yang 

bagiannya tidak ditetapkan, tetpi bisa mendapat semua harta atau sisa 

harta setelah dibagi kepda ahli waris.
61

 Adapun yang termasuk dalam 

ahli waris ashabah adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak kakek, 

saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah anak laki-laki 

paman sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman 

sekandung.
62

 

c. Dzawil Arham adalam setiap kerabat yang bukan dzawil furudh dan 

bukan pula ashabah. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh 

pertalian nasabnya, yaitu: cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak 
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perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, 

kakek pihak ibu (bapak dari ibu) nenk dari pihak kakek (ibu kakek), 

anak perempuan dari saudaralaki-laki (yang sejandung sebapak maupun 

seibu), anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung 

sebapak seibu), bibi (saudara dari bapak) dan saudara perempuan dari 

kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki dan 

saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak 

ibu (saudara perempuan dari ibu).
63

 

B. Hukum Waris Adat 

1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat 

a. Pengertian Hukum Waris Adat 

Istilah waris dalam diambil dari bahasa arab yang telah menjadi 

bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat 

tidak semata mata hanya menguraikan tenang waris dalam 

hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari pada itu.
64

 

Hukum adat sessungguhnya adalah penerusan harta kekayaan dari 

suatu generasi kepada keturunannya, digunakan istilah hukum waris 

adat dalam Islam. Dalam hal ini beberapa ahli hukum waris 

mengartikan sebagai berikut.
65

 

Ter Haar, hukum waris adat meliputi peraturan peraturan hukum 

yang meiputi yang bersangkutan dengan proses yang sangat 

mengesankan serta yang akan selallu berjalan tentang penerusan dan 
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pengoperan kekayaan materil. Menurut Soepomohukum waris adat 

memuat peraturan-peraturan yangmengatur peroses meneruskan serta 

mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barng yang tidak 

berwujud (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia 

(generatie) kepada keturunannya.
66

  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkanbahwa hukum waris disini 

mengatur tentang peroses penerusan dan peralihan harta, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, hal yang penting dalam 

warisan adat ada 3 unsur yang masing-masing merupakan unsur 

esenselia (mutlak), yakni:  

1) Seseorang yang meninngal dunia meninggalkan harta warisan.  

2) Seorang dan beberapa ahli wais menerima kekayaan yang 

ditinggalkan. 

3) Harta warisan atau harta peninggalan.  

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat 

Pada dasarnya hukuk waris adat sebagaimana hukum adat itu 

sendiri dapat diamati dan diamalkan sesuai denga filsafat hukum 

Pancasila, Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak 

berfikir dan memikirkan secara penggarisan dalam proses pewarisan, 

supaya penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan 
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dengan damai tidak menimbulkan silang sengketa atasharta yang 

ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninngal dunia.
67

 

Berikut ini adalah unsur-unsur pancasila sebagai asas proses 

pewarisan sehingga keluarga tetap nyaman dan dapat dipertahankan 

antara satu dan yang lain.
68

 

1) Asas ketuhanan dan  pengendalian diri 

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran dari 

para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang 

dapat dikuasai dan di miliki meurpakn karunia da keridhohan tuhan 

atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, seseorang 

meninggal duniadan meninggalkan harta warisan, maka ahli 

warisnya mengunakan hukumnya untuk membagi warisannya 

sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
69

 

2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak 

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang 

yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh 

karena itu memperhitungkan hak dan kewajiban setiap ahli waris 

bukan lah berarti pembagian waris itu sama banyaknya melainkan 

pembagian harta itu seimbang hak dan tanggung jawabnya.
70
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3) Asas Kekeluargaan dan Kerukunan 

Asas kerukunan dan kekeluargaan, ahli waris mempertahankan 

untuk memeliharahubungan kekerabatan yang tentram dan damai, 

baik dalam menikmati dan memanfaatkan hartawarisan.
71

 

4)  Asas Musyawarah dan Mufakat 

Para ahli waris membagi harta warisannya melallui musyawarah 

yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila telah terjadi 

kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan yang 

ikhlas dan tulus yang dikemukakan dengan kata yang baik pada 

setiah ahli waris.
72

 

5) Asas Keadilan 

Asas keadilan yaitu, keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan 

jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan 

baik sebagian. Bagian ahli waris maupun bagian-bagian bukan ahli 

waris.
73

 

2. Sifat Hukum Adat Waris 

Hukum waris adat menunjukkan corak yang khas dari aliran 

pikiran tradisional Indinesia. Hukum adat waris berprinsip pada pikiran 

komunal serta konkrit bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum adat waris 

melihatkan perbedaan dengan hukum adat. 
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Hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak yang 

mengandung hsk untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya didalam 

proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Dalam hukum 

waris barat yang tercantum dalam KUH perd. Mengenal hak tiap ahli 

waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut 

ketentuan pasal 913 sampai 929.  harta warisan tidak boleh dipaksakan 

untuk dibagi antara para ahli waris, hukum waris adat menentukan adanya 

hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut 

harta warisan ( pasal 1006 KUH perd).
74

 

Hukum waris menurut hukum Islam ditemukan perbedaan-

perbedaan hukum adat waris harta peninggalan bersifat tidak dapat dibagi-

bagi atau pelaksanaan pembagianya ditunda untuk waktu yang lama atau 

sebagian yang dibagi bagi dan dikenal sistem penggantian waris. Dalam 

hukum Islam tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan 

tersebut kapanpun dan tidak dikenal istilah penggantian waris.
75

 

3. Sistem Kewarisan Adat 

Hukum waris Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, tertera 

secara rapi dan sistematis, mengenai siapa yang berhak dan dsiapa yang 

tidak berhak, ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris agat 

tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan 
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kekeluargaan. Bentuk kebiasaan ddalm hukum adat dalam mengalihkan 

harta adalah dengan cara hibah.
76

 

Pada dasarnya di Indonesia dijumpai 3 bagian sistem kewarisan 

dalam hukum adat yakni (1) individual (2) kolektif  (3) dan kewarisan 

mayorat. 

a. Sistem Kewarisan Individual 

Harta warisan peninggalan dari sipewaris dapat dibagi-bagikan diantara 

para ahli waris seperti yang ada dalam masyarakat bilateral yang ada di 

Jawa. 

b. Sistem Kewarisan Kolektif  

Sistem warisan ini memiliki ciri harta peninggalan itu diwarisi bersama 

sama dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak dibagi 

pemilikannya pada ahli waris hanya boleh dibagi pemakaiannya saja 

seperti dalam masyarakat matrilineal di Miniangkabau.  

c. Sistem Kewarisan Mayorat 

Keseluruhan atau sebagian harta warisan diberikan oleh seorang anak 

saja, seperti halnya di tanah Semendo di Sumatra selatan dimana 

terdapat hak mayorat anak tertua.  

Di samping harta pusaka rendah dikenal juga harta pusaka tinggi, yaitu 

harta yang turun-temurun dalam beberapa generasi, yang di turunkan 

kepada ahli waris yang bersangkutan guna untuk menjaga harta 

tersebut. Karena hanya diwarisi seorang saja sistem kewarisan mayorat 
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seperti yang dijumpai di Bali dimana harta peninggalan jatuh pada anak 

laki-laki tertua, bahwa iya sebagai pengganti bapaknya , hal semacam 

ini pula terdapat dilampung dan anak laki-laki tersebut disebut 

peyimbang. sedangkan di Sumatra Selatan terdapat sistem kewarisan 

mayorat juga, yang menerima semua bagian pokok dari harta 

peninggalan mencakup semua jenis harta peninggalan, adalah anak 

perempuan yang tertu didaerah ini di sebut tunggu tubang.  

Seorang tunggu tubang menguasai harta peninggalan dibawah 

pengawasan anak laki-laki yang tua yang di daerah ini disebut payung 

jurai.
77

  

4. Pembagian Harta Warisan Dalam Adat 

 Pembagian harta warisan atau proses pewarisan cara bagaimana 

pewaris berbuat untuk meneruskan ataumengalihkan harta kekayaan yang 

akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan 

bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakainnya atau 

cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris 

setelah pewaris wafat.
78

 

Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan 

cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, dan atau dengan cara 

berwsiat, berwasiat, beramanat. Ketika pewaris telah wafat pembagian 
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dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, 

berbanding atau menurut hukum Islam.
79

 

a. Proses pewaris sebelum pewaris wafat 

Dalam proses pewarisan sebelumppewaris wafat dapat dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

1) Penerusan atau pengalihan,diwaktu  pewaris masih hidup ada 

kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan  

kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan 

kepada pewaris.
80

 Terutama pda anak laki-laki tertua menurut garus 

kebapak-an (masyarakat patrilineal). Kepada perempuan menurut 

garis keturunan keibuan (masyarakat matrilineal), kepada anak tertua 

laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan keibu 

bapak-an (masyarakat parental). Cara penerusan atau pengalihan 

harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya 

berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan hak 

kewajiban dan harta kekayaan yang tidak dibagi bagi seperti pada 

anak laki tertua atau teruda ditanah batak, kepada tunggu tubang 

disumatra selatan, kepada anak punyimbang didaerah lampung, yang 

pelaksanaanya menurut tata cara musyawarah adat atau mufakat.
81

 

2) Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan 

pemilikan hartawarisan baru berlakuse penuhnya kepada waris 
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setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak 

dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, jika seseorang 

mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat 

belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, 

baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris 

mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan 

terang terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dintakan 

didepan para pewaris dan anggota keluarga terdekat saja.
82

 

3) Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para 

waris ketika hidupnya itu bisanya harus diucapkan dengan terang 

dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-

tua ((pamong desa). Di aceh dimana hukum Islam sangat besar 

pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan didepan keuchik, dan tua-

tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksankan setelah 

sembahyang magrib ditempat pewasiat tetapi wasiat di Aceh pada 

umumnya bukan antara pewaris dan ahli waris melainkan bukan 

kepada ahli waris. Banyak bagian yang diwasiatkan tidak boleh lebih 

dari 1/3 dari seluruh harta kekayaan pewaris.
83

 

b. Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat 

 Apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka 

timbul persoalan apakah harta kekayaan ituakan dibagi kepada para 

pewaris atau tidak akan dibagi bagi maka siapa yang akan menguasai 
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dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi bagi maka siapa yang 

akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan. 

Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan 

yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan 

dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat 

kekerabatan. Barang siapa yang menerima atas harta warisan berarti 

untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang ketika 

pewaris.
84

  

C. Sistem Kewarisan Tunggu Tubang Dalam Adat Semendo 

1. Pengertian Tunggu tubang 

Tunggu tubang adalah anak perempuan tertua dalam adat 

semendo yang memegang kekuasaan atas semua harta didalam 

keluarganya dibawah pengawasan pria sebagai Meraje sebagai 

pengawas supaya harta seluruhnya tidakrusak dan hilang, dengan syarat 

tunggu tubang harus tetap berada dirumah dan tidak pergi pasca atau 

setelah ia melakukan pernikahan karena dimaksudkan bahwa anak 

tertua dalam adat semendo harus menjaga kedua orang tuanya setelah 

menikah dan menjaga tradisi turun-temurun didalam rumah tersebut.
85

 

Sistem pada masyarakat adat semendo tebilang cukup unik. 

Dalam suku ini terdapat istilah tunggu tubang, yang merupakan status 

yang dipercayakan kepada anak perempuan tertua dalam suatu 

keluarga, dimana status tersebut adalah merupakan status otomatis yang 
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sifatnya turun temurun dan biasanya status tersebut diterima setelah 

anak perempuan tertua menginjak menikah.
86

  

Tunggu tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang 

diterapkan pada masyarakat suku semendo, menarik garis keturunan 

dari ibu ang sering disebut matrilineal. Dimana yang berhak menerima 

dan menjaga harta warisan adalah anak perempuanyang terlahir pertama 

yang dalam suku ini disebut tunggu tubang.
87

  

Dalam adat semendo  untuk menikahi Tunggu Tubang sebelum 

nya diadakan terlebih dahulu peminangan sebelum diadakan 

pernikahan. Meminang gadis Tunggu Tubang biasaya kedua orang tua 

belah pihak terlebih dahulu memutuskan rasan nya sebelum dilaporkan 

kepada Meraje/Apik Jurai hasil dari putusan atau rasan yang sudah 

dilakukan orangtuanya, hal ini dilakukan agar para Meraje tidak 

tersinggung perasaan walaupun telah ada rasan demi untuk kebaikan. 

Menurut adat urusan besar ataupun kecil sudah tertanam 

harus(melapor) dulu kepada Meraje/Apik Jurai, beginilah murni 

peradaban kebudayaan yang sudah digariskan puyang Awak yang 

dipakai dan ditaati di semendo sampai sekarang.
88

 

Untuk meminang tunggu tubang syarat syarat menurut ajaran 

puyang awak ada hal yang harus dipatuhi sebagai berikut: 
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a. Kawin (nikah) menurut ajaran Islam 

b. Mengisi perabot rumah tannga tunggu tubang  

c. Sanggup mengerjakan perkebunan 

d. Mematuhiperintah daru jurai, paruh kepada meraje dan brkorban 

moril dan materil 

e. Tidak berkuasa atas harta tunggu tubang. 

Gadis tunggu tubang akan tetap laku walaupun parasnya kurang 

cantik, karna mempunyai harta pusaka yang jumlahnya tidak sedikit.
89

  

Pembagian harta warisan menurut adat semendo lebih 

mengutamakan perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka 

meninggal dunia otomatis harta dapat diberikan kepada anak 

perempuan tertua. Walaupun semua harta jatuh kepada anak perempuan 

tertua bukan berarti harta tersebut diperbolehkan untuk diperjual 

belikan.
90

 

2. Sebab Dapat Terjadi Hilangnya Kewarisan  Tuggu Tubang  

Kewarisan yang sudah menjadi turun temurun dalam adat semendo 

merupakan kewarisan yang sifat susunan kekeluargaan matrilinial 

dimana tidak ada pembayayaran jujur, setelah kawin suami masuk 

dalam keluarga istrinya sebagai orang semendo karena anak perempuan 
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tertua dalam adat semendo merupakan tunggu tubang yang telah 

difungsikan sebagai penjaga harta atau pusaka keluarganya.
91

  

Dalam pembagian harta warisan dalam pembicaraan Ulama 

Semendo (pada zaman Haji Abdu’rasyid) menjadi khotib bersama tuan 

guru Ahmad Klantan Malaysia. Dalam putusan nya yaitu: “harta pusaka 

tinggi turun temurun dan harta pusaka rendah tidak boleh dibagi. hanya 

dijaga, dipelihara oleh sekalian ahli waris supaya jangan rusak, ataupun 

hilang” disini anak Tunggu Tubang yang berhak menunggu, mengingat 

isinya ialah: 

a. Karena sayang kepada saudara perempuan, dan mengangkat derajat ibu. 

b. Menegakkan persatuan keluarga, pikiran dan harta 

c. Menjaga kehidupan  

d. Membangun sifat gotong royong  

e. Menggerakan sifat sosial.
92

 

Adapun Undang-Undang (peraturan-peraturan) Tunggu tubang  

yang wajib dilakukan nya setelah menikah didalm masyarakat semendo 

yaitu: 

a. Menunggu harta pusaka  

b. Tunggu Tubang wajib memelihara kedua orangtuanya sampai mati 

dengan secara baik dan sopan. 

c. Memelihara Lautan, adik perempuan sampai berumah tangga (kawin). 

d. Mematuhi perintah teku Jurai dalam segala urusan yang baik  
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e. Memelihara tamu dari dekat keluarga keluarga jauh baik lama atau 

sebentar 

Dengan Undang-Undang (peraturan-peraturan), Tunggu Tubang 

harus mematuhi dan memelihara pusaka berupa rumah, sebidang sawah, 

kebun, dan sebuah kolam (tambak ikan). 

Pusaka yang telah diberikan kepada anak perempuan tertua yakni 

Tunggu Tubang harus dijaga baik setelah bersuami dan lelaki yang 

menjadi suami tersebut tidak merasa hina sebaliknya pula dimana 

TungguTubang datang pada keluarga laki tetap seimbang, siring terjadinya 

dimana dala pernikahan Tunggu Tubang cerai (mati), anak-anak nya tetap 

tinggal pada ibunya serta barang barang yang ayahnya sudah diisikan tidak 

boleh diambil kembali karna hidup anak-anak terjamin oleh ibunya (sawah 

dan rumah ada).
93

 

Ilmu pengetahuan yang dibawa oleh puyang-puyang menjadi 

bahan pokok acara pada waktu sidang puyang Awak. Bahan materi 

tersebut diteliti, dibaca dan diteliti bersama. Memutuskan “anak cucu 

puyang Awak mayoritas 90% menganut agama Islam dimana harta pusaka 

tinggi maupun harta pusaka rendah tidak boleh dibagi”. 

Akibat dalam tidak mengetahui adat, sekarang sudah sering terjadi 

pelanggaran yakni: 

1) Anak belay (Tunggu Tubang) meninggalkan harta pusaka  

2) Mereka mencari dan berusaha ketempat lain 
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3) Harta pusaka dianggap bernilai rendah 

4) Adat istiadat dianggap remeh 

Bagi para Meraje (pemimpin)  yang kurang memahami adat acap 

kali mengambil keuntungan dari harta pusaka Tunggu Tubang. Dimana 

nenek moyang telah menggariskan bahwa anak belay (Tunggu Tubang) 

adalah yang berhak mengelola serta mengambil faedah, tetapi tidak berhak 

menjual.
94

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak perempuan tertua yang 

memperoleh harta dalam adat semendo kewarisan nya dapat hilang apabila 

tunggu tubang tersebut tidak mematuhi apa yang sudah menjadi adat 

istiadat sebagaimana yang sudah diajarkan puyak awak (nenek moyang) 

terdahulu, dengan melanggar apa yang sudah menjadi tradisi turun 

temurun. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kabupaten. 

Lampun Barat 

1. Sejarah Singkat Desa Sukaraja 

Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut 

Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yuridis, berwenang untuk mengaru dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat ditempat yang 

diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 

Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dahulu Pekon Sukaraja merupakan Hutan belantara yang lebat dan 

subur, pada masa Pemerintah Belanda masih menjajah negeri ini, pada saat 

itu pemerintah belanda ingin melihat situasi rakyat yang ada di Pagar 

Dewa (Pahayu jaya), karena sulitnya jalan yang akan ditempuh menuju 

Pagar dewa, maka atas perintah kerajaan Belanda dipindahkan atas 

kesukuan raja (Sukaraja) yaitu sekarang pemangku Marga Jaya atau yang 

lebih dikenal dengan Dusun Lame. 

Pada saat itu Pekon Sukaraja (Dusun Lame) dipimpin oleh seorang 

Pesirah yaitu Pesirah Raden Cilibeliau memimpin sampai Akhirhayatnya 

dan dimakamkan di Dusun Bukhukini Dusun Lame. Kemudian dalam 

beberapa tahun selanjutnya Sukaraja dipindahkan lagi ke Sukaraja induk 

Sampai sekarang ini, sementara Dusun Bukhuk masih menjadi bagian 



 

wilayah sukaraja. Pada tahun 1948 Sukaraja menjadi pusat pemerintahan 

darurat krisis denan Lampung dibawah pimpinan Mr. Gele Harun. Dimasa 

pemerintahan beliau pernah mencetakuang darurat untuk alat jual beli 

yang hanya bertuliskan sebelah atau bagian depan saja sedangkan bagian 

belakang kosong. pada tahun 1949 berakhir agresi Belanda dan bapak 

Residen pulang Ke Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung. Sekarang 

Penduduk Sukaraja sudah ramai terdiri berbagai macam suku dan etnis 

(Semendo, Lampung, Jawa, Madura, Batak, dll), tetapi untuk penduduk 

Mayoritas didominasi oleh Palak Taguk Alias Suku Semendo, dan rata-

rata penduduk memeluk Agama Islam. 

Berdasar dari sejarah singkat diatas maka pekon sukaraja 

dikategorikan sebagai Pekon Tertua yang ada di kecamatan Way 

Tenong.
95

 

Tabel 1 

Nama Nama Kepala Desa Sukaraja 

No Masa Jabatan Nama Peratin Keterangan 

1 1948-1970 H.Durahman Kepala Kampung 

2 1970-1971 Mat Buhari Kepala Desa 

3 1971-1979 Nasrun Kepala Desa 

4 1980-1983 Mansurdin Kepala Desa 

5 1983-1984 Hariyono Pj. Kepala Desa 

6 1984-2000 Sainawar Kepala Desa 

7 2001-2003 Tamhadi Peratin 

8 2003-2004 Rustam Pj. Peratin 

9 2004-2005 Mulyono Pj. Peratin 

10 2005-2010 Sainawar Peratin 

11 2010-2011 Jamhuri Pj. Peratin 

12 2011-2016 Sainawar Peratin 

13 2016-2017 Dadang Kurniyawan Pj.Peratin 

14 2017-Sekarang Guswadi Peratin 

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018 
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2. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Sukaraja 

a. Letak Desa Sukaraja 

Desa sukaraja adalah salah satu dari 8 desa/pekon yang ada diwilayah 

Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat. Desa sukaraja 

berjarak 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan waytenong berjarak 

53 KM dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dan 152 

KM  dari pusat pemerintahan Provinsi Lampung. 

b. Batas Wilayah Desa Sukaraja 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Hutan Lindung Kecamatan 

Pagar Dewa 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan TNBBS Kecamatan Suoh 

3) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Sukananti Kecamatan Way 

Tenong 

4) Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Padang Tambak Kecamatan 

Way Tenong.  

c. Luas Wilayah Desa Sukaraja 

Desa sukaraja terletak didataran rendah gunung Sekincau dengan 

ketinggian 1.718 meter dibawah permukaan laut, yang luas wilayah 

desa Sukaraja 1516 ha.
96
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d. Keadaan Demografi Desa Sukaraja  

Dari hasil sensus penduduk desa Sukaraja bahwa jumlah keseluruhan 

penduduk yang bermukim di Desa Sukaraja sejumlah 2.862 jiwa 

dengan 612 kepala keluarga. 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Desa Sukaraja 

 

No Penduduk Dan Kelarga Jumlah 

1 Penduduk/Jiwa 2.862 

2 Laki-Laki 1495 

3 Perempuan 1367 

4 Kepala Keluarga (KK) 612 

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018 

3. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Desa Sukaraja 

a. Mata Pencaharian 

Desa Sukaraja terletak di datara rendah Gunung Sekincau, yang 

memiliki suhu 21 
0
C dan 1.000 meter dibawah permukaan laut. Mata 

pencarian masyarakat Sukaraja 70% adalah bertani. Berdasarkan musim 

mata pencahariannya adalah : 

1) Musim penghujan (bulan Oktober s/d Maret) 

Bertani dilahat basah dan lahan kering 

2) Musim kemarau (bulan April s/d September) 

Bertani berupa tanaman pangan dan sayuran di lihat basah, dan 

berkebun, bercocok tanam Holtikultural yang bersifat yumpang sari 

di lahan kering.
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Tabel 3 

Mata Pencarian Penduduk Dasa Sikaraja 

 

No  Mata pencarian  Jumlah orang 

1 Pertanian, Perikanan, Perkebunan 1.553 

2 Pns 23 

3 Bidan 3 

4 Dokter 1 

5 Perdagangan 70 

6 Dukun Terlatih 1 

7 Jasa/ Montir 6 

8 Nelayan 0 

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018 

b. Agama Dan Pendidikan 

Masyarakat Desa Sukaraja 99% beragama Islam, 0%beragama Kristen 

Protesta, dan 0,9% kristen katholik, dari tabel dibawah terliat jelas 

bahwa mayoritas penduduk di Desa Sukaraja beragama Islam.
98

 Pada 

Desa Sukaraja sarana tempat beribadahnya sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Agama Penduduk Desa Sukaraja 

 

No  Agama Jumlah (Orang) 

1 Islam 2.842 

2 Kristen 0 

3 Katholik 20 

4 Hindu 0 

5 Buda 0 

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018 

 Desa Sukaraja sudah memiliki gedung sekolah serta sarana dan 

prasarana untuk pendidikan, Desa Sukaraja memiliki gedung Taman 

Kanak-Kanak Negeri (TKN), dan Sekolah Dasar (SD). Dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini sarana pendidikan yang ada pada Desa Sukaraja 

saat ini. 

Tebel 5 

Sarana Pendidikan 

 

No Pendidikan  Jumlah  

1 Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Unit 

2 Sekolah Dasar (SD) 3 Unit 

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018 

T abel 6 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaraja 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Lulusan S 1 176 

2 SLTA 790 

3 SMP 506 

4 SD 891 

5 Tidak Lulus Sd/Tidak Sekolah 899 

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018 

 



 

    Masyarakat Sukaraja dalam hal pendidikan, tidak kalah dengan 

desa lain dimana masyarakatnya sudah banyak menyekolahkan anak nya 

keperguruan tinggi baik perguruan tinggi yang ada di Lampung Utara 

seperti AKBID An-Nur Husada, STIE, AKBID Gemilang Husada, Kota 

Bumi. Di Lampung Tengah Kota Metro seperti sekolah Tinggi Institut 

Agama Islam Negeri Metro (IAIN), dan ada juga yang melanjutkan 

pendidikan di Universitas Bandar Lampung (UBL), POLTEKES Karang, 

Universitas Islam Negeri Lampung (UIN), bahkan ada yang sampai 

meneruskan sekolah di pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Tengah , kota 

Jawa Barat dan beberapa kota di Jawa Timur.    

B. Sistem Kewarisan Pada Adat Semendo Bagi Anak Tunggu Tubang Serta 

Pembagiannya di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kabupaten.  Lampung 

Barat 

 Dalam hal untuk mengetahui sistem pembagian kewarisan pada adat 

semendo bagi anak Tunggu Tubang serta pembagiannya, penulis melakukan 

wawancara dengan beberapa tokoh dan pemuka adat mengenai tradi warisan 

adat semendo serta pelaksanaan pembagiannya di Desa Sukaraja Kecamatan 

Waytenong beberapa pertayaan yang terkait dapat dilihat dari hasil 

wawancara sebagai berikut: 

1. Menurut Tokoh Agama 

a. Menurut bapak Arsad tradisi kewarisan adat Tunggu Tubang dalam 

masyarakat semendo di desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung 

Barat sudah lama berjalan dan menjadi tradisi turun-temurun dari nenek 



 

moyang terdahulu sampai sekarang masih kental dan mengakar pada 

masyarakat semendo. Tradisi Tunggu Tubang pada Desa Sukaraja 

Kecamatan Waytenong adalah sama dan murni karena ada karna 

mayoritas semua penduduk nya masih dalam lingkungan satu adat dan 

marge semendo.
99

 

b. Menurut bapak Iskandar Adat istiadat dan kebudayaan semendo 

dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang sampai saat ini sangat kuat 

dipegang oleh orang semendo yaitu tradisi Tunggu Tubang, adat ini 

mengatur tentang hak kewarisan dalam keluarga bahwa anak 

perempuan tertua sebagai ahli waris yang utama. Warisan tersebut 

seperti rumah, kebon, sawah, tebat (kolam), yang diwariskan secara 

turun temurun. Warisan tersebut adalah harta pusaka yang tidak boleh 

dibagi bagi dan dimiliki secara perorangan, untuk Tunggu Tubang.  

 Dalam pelaksanaan pembagian warisan  anak perempuan tertua 

(tunggu tubang)  menurut adat semendo di Desa Sukaraja Kecamatan, 

Waytenong sama. 

 Berdasarkan dari hasil waawancara penulis dengan bapak Iskandar 

sebagai pemuka Agama dan sekaligus sebagai guru mengaji yang 

menjadi junjungan masyarakat  adat semendo didesa Sukaraja 

mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian waris dapat di bagi menjadi 

dua,  yaitu: 
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1). Sewaktu Pewaris Masih Hidup 

Harta warisannya dapat ia berikan kepada anaknya, yaitu anak 

perempuan tertua (Tunggu Tubang) yang biasa dilakukan setelah anak 

nya telah menikah, dan dialah yang berhak melanjutkan dan 

meneruskan kekayaan orantuanya yang berasal dari turun temurun. 

2). Pada Saat Pewaris Telah Wafat 

Sebagai mana dalam adat kebiasaan, dimana harta peninggalan 

tersebut dapat diwariskan oleh setiap ahli warisnya, yaitu dari seluruh 

anak-anaknya yang telah ditinggalkan orangtuanya hal tersebut dapat 

dilaksanakan karena adanya permintaan dari salah satu ahli warisnya.
100

 

Adapun pembagian harta warisan dilakukan karna adanya suatu 

permintaan, apabila tidak ada suatu permintaan maka harta pusaka atau 

harta turun temurun masih tetap statusnya sebagai harta turun-temurun 

yang mana harta tersebut dikuasai anak perempuan tertua disebut 

sebagai Tunggu Tubang.
101

 

Pelaksanaan pewarisan Tunggu Tubang pada masyarakat Semendo 

didesa Sukaraja Kec. Waytenong Lampung Barat masih banyak terikat 

dengan adat istiadat, seperti adat Tunggu Tubang yang sudah terjadi 

turun temurun dimana harta warisan jatuh kepada anak perempuan 

tertua. Tapi anak tertua yang mendapatkan warisan hanya berhak 

                                                             
100

 Iskandar, Tokoh Agama Desa Sukaraja, Wawancara, pada Tanggal 25 Mei 2018. 
101

 Tribawono , Masyarakat Desa Sukaraja, Wawancara , pada Tanggal 25 Mei 2018. 



 

memelihara dan menikmati hasilnya saja, tidak berhak untuk 

menjual.
102

  

Meskipun mayoritas masyarakat orang semendo semua beragama 

Islam dalam pelaksanaan warisan Tunggu Tubang tidak dibagi seperti 

ketentuan yang ada dalam kewarian hukum Islam sebagaiman yang 

tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nissa ayat 11, 12 dan 176 karena 

disini dimaksudkan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan harta 

warisan Tunggu Tubang  untuk waris yangnakan datang. Karena kalu 

harta warisan itu dibagi dan menjadi hak miliksepenuhnya ahli waris 

harta warisan tersebut dapat saja dijual sehingga tidak akan ada lagi 

harta Tunggu Tubang yang dapat diberikan dimassa yang akan datang 

bisa saja habis saja terjual.
103

 

 Ketentuan tersebutlah yang menjadi masyarakat orang semendo 

tidak menerapkan kewarisan hukum Islam secara sepenuhnya, karena 

tradisi Tunggu Tubang ini sudah lama terjadi turun temurun dan sudah 

dilakukan sejak nenek moyang dahulu. Dan menurut orang semendo hal 

ini tidak menyalahi syaria’at Islam karena hal ini sudah terjadi turun 

temurun.
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C. Sistem Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Di Desa Sukaraja 

Kec.Waytenong Kab. Lampung Barat 

 Dalam hal untuk memperoleh  wawancara, penulis melakukan 

wawancara dan dengan beberapa anak perempuan tertua  yang melakukan 

pernikahan ambik anak sehingga terjadi pelepasan/pemutusan hak waris 

untuk menjelaskan pemahaman-pemahaman mahasiswa maka beberapa 

pertanyaan yang terkait dapat dilihat dalam hasilwawancara berikut:  

1. Menurut Tokoh Agama 

Menurut bapak Arsad Kewarisan terhadap Tunggu Tubang pada dasarnya 

semua harta yang dimiliki orangtuanya seperti sawah, rumah, kebun dan 

kolam (tebat) diberikan sepenuhnya kepada anak perempuan tertua dalam 

masyarakat semendo di bawah pengawasan anak laki-laki sebagai payung 

Jurai karena dimaksudkan harta tersebut tidak rusak, berkurang atau 

hilang, dimasyarakat kita sendiri khusunya adat semendo dalam kewarisan 

nya diberikan kepada anak perempuan yang tertua karena dimaksudkan 

agar dapat menjaga harta pusaka yang ditinggalkan. Mengenai pelepasan 

pewarisan yng terjadi dalam masyrakat semendo hal itu dapat terjadi 

apabila anak perempuan tertua memilih untuk pergi dari rumah dengan 

maksud mengikuti suami hidup didaerah lain oleh sebab itu untuk 

menggatikan guna menjaga harta pusaka kewarisan anak perempuan 

tersebut dapat hilang dan digantikan dengan musyawarah keluarga 
105

 

 

                                                             
105

 Arsad, Tokoh Agama Desa Sukaraja. Wawancara, Pada Tanggal 25 mei 2018.  



 

2. Menurut Tokoh Adat 

Menurut bapak Nasihin pernikahan Tunggu Tubang adalah pernikahan 

yang sakral karena merupakan pernikahan yang sangat dinanti oleh kedua 

orangtuanya karena tunggu tubang yang sudah menikah dapat 

meringankan beban yang ada pada kedua orangtua nya tersebut, setela 

yang menikah tunggu tubang merupakan aset keluarga yang berharga 

sebagai penunngu harta dan pusaka dalam rumah tersebut. Benar adanya 

bahwa masyrakat desa Sukaraja melakukan pelepasan atau peutusan waris 

terhadap tunggu tubang dikarekan tunggu tubang tidak dapat mematuhi 

peraturan adat yang sudah menjadi turun temurun.
106

 

3. Menurut Tokoh Masyarakat  

Menurut bapak Nasrun Hadi adat Semendo yang sudah diajarakan nenek 

moyang merupakan suatu peninggalan yang harus dilestarikan salah 

satunya adalah menjaga tradisi pernikahan tunggu tubang sebagai peguasa 

harta yang berda di rumah baik kebun sawah dan pusaka yang lainnya 

karena dimaksudkan agar harta tersebut tetap utuh sampai ke anak cucu di 

kemudian hari, didalam memahami pewarisan tunggu tubang perlu adanya 

musyawarah setelah tunggu tubang banyak diantara mereka yang tidak 

paham akan tradisi yang sudah menjadi turun temurun sehingga akibatnya 

banyak tunngu tubang yang memilih pergi ketempat lain dan tidak 

meneruskan dan menjaga pusaka yang sudah diberikan
107
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4. Menurut masyarakat yang melakukan pemutusan waris 

a. Menurut Ibu pasek 

Tunggu Tubang adalah anak perempuan tertua yang secara turun temurun 

merupakan penerus dan penjaga harta warisan yang sudah diberikan kedua 

orangtuanya agar dapat terus di pelihara dan dijaga. Harta warisan yang 

telah diturunkan kepada anak perempuan tertua Tunggu Tubang 

seharusnya dapat dijaga dengan baik sebagaimana yang sudah terjadi turun 

temurun karena tujuannya sangat baik yaitu sebagai penunggu rumah 

supaya bisa merawat orang tua dan tradisi dalam rumah tersebut agar 

berjalan semestinya yang sudah terjadi turun temurun akan tetapi menurut 

beliau dengan berkembang nya zaman banyak Tunggu Tubang yang 

memilih hidupnya sendiri seperti pasca menikah iya hidup mengikuti 

suaminya, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Tunggu tubang tersebut 

hilang dan kewarisan putus dan dierikan kepada adik atau kakanya sesuai 

dengan musyawarah dan mufakat bersama.
108

 

b. Menurut Ibu Andriyani  

Tunggu Tubang merupakan anak perempuan tertua dalam adat semendo 

yang diberikan tanggung jawab setelah menikah ataupun sebelum nya 

untuk dijadikan sebagai ahli waris yang bertugas merawat kedua orangtua 

dengan baik dan menjadi tempat dimna para jurai dan anak yang lain 

sebagai tempat untuk singgah.    Menurut Ibu Andriyani beribicara tentang 

Tunggu Tubang didalam pernikahan anak perempuan tertua diharuskan 
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Tunggu Tubang tersebut tetap menjaga kelestarian adat, Adapun sebab  

pelepasan harta waris dilakukan apabila Tunggu Tubang melakukan 

kesalahan yang sudah ditentukan adat yang mana seharus nya anak 

perempuan tersebut diberikan tanggung jawab seperti yang sudah 

digariskan oleh puyang atau nenek moyang secara turun temurun sehingga 

hrta warisan yang sudah diberikan diberikan kepada saudara yang lain 

dengan musyawarah dan mufakat bersama.
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c. Tunggu Tubang menurut Bapak Adi Burahman adalah anak perempuan 

tertua yang ada dalam adat semendo yang berfungsi sebagai wadah tempat 

berkumpul dan musyawarah, dalam pelaksanaan pernikahan nya 

perkawinan Tunggu Tubang segala pekerjaan dilakukan secara adat. 

Menurut beliau didalam adat dan di masyarakat kewarisan adat semndo 

tidak ada masalah selagi tidak menyalahi adat, namun terkadang dengan 

seiring berjalannya zaman aturan adat sudah mulai terabaikan dengan 

banyaknya permasalahan dengan perkawinan Tunggu Tubang sehingga 

akan ada konsekuensi yang dapat terjadi.
110

 

d.  Adat semendo merupakan suatu suku yang berasal dari daerah Perdipo 

Marga Lubuk Buntak Pasamah yang dibawa oleh puyang Awak dahulu 

yang beragama Islam. Adat Tunggu Tubang merupakan tradisi yang terus 

dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini dikarenakan merupakan 

tradisi yang sudah terjadi sejak dahulu. Menurut ibu Mira anak tertua 

dalam adat semendo berperan untuk penjaga harta baik rumah, kebun, 
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sawah dan kolam karena dimaksudkan agar harta tersebut tidak dijual 

dibawah pengawasan para jurai dan meraje supaya kelak dapat diturunkan 

kepada anak hingga cucu dikemudian hari. Adapun penyebab hialang nya 

kewarisan Tunggu Tubang tersebut menurut H. Syamsuri iyalah dimana 

Tunggu Tubang tidak dapat menjalankan Fungsi semestinya, sehingga 

dalam hal ini diperbolehkan adanya pergantian  kewarisan tersebut.
111

 

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar masyarakat semendo 

khususnya didesa Sukaraja Kecamatan Waytenong tidak menerapkan 

ketentuan kewarisan Islam secara sepenuhnya, karena dalam kewarisan 

Tunggu Tubang diharapkan anak perempuan tersebut dapat menerapkan 

apa yang sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu. Dalam hal ini 

orang semendo tidak menyalahi ketentuan syari’at Islam karena hal ini 

sudah menjadi tradisi orang semendo.
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Semendo di 

Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat 

Pembagian harta warisan pada masyarakat semendo yang ada di desa 

Sukaraja tersebut yaitu dengan menerapkan hukum Islam akan tetapi pada 

masyarakat adat semendo lebih mengutamakan ahli waris  anak perempuan 

tertua untuk mendapat warisan tersebut. Karena anak perempuan 

dimaksudkan untuk menjaga, melindungi hartsa pusaka suatu kaum dari 

kepunahan dala sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, 

pemeliharadan penyimpan.  

Seperti hukum warisan adat menurut Ter Haar adalah aturan-aturan 

hukum yang mengatur tentang mengenai cara bagaimana peroses penerusan 

dan peralihan harta kekayaan yag berwujud dari generasi ke generasi, dan dal 

warisan hukum adat yang telah telah dikemukakan Ter Haar tidak 

meyinggung adanya pelepasan atau pemutusan sesorang dari hubungan 

pewarisan orangtuanya.. 

Pandangan diatas ternyata pada prakteknya terjadi didesa Sukaraja 

dimana dalam pernikahan adat yang dilakukan anak perempuan tertua 

(tunggu tubang), terdapat pernikahan tunggu tubang dengan cara ambil anak 

ditunakkah yaitu dimna dalam sebuah keluarga hanya terdapat anak laki laki 

saja dan menikahi tunggu tubang tersebut guna menjaga orangtua si laki dan 

tradisi dikeluarga nya anak perempuan tertua yaitu tunggu tubang dapat ikut 



 

kedalam keluarga suaminya (ambil anak/ditunakkah). Dalam proses ini 

setelah perempuan mengikuti suami kedalam keluarganya maka tunggu 

tubang terlepas hubungan dari orangtunya tetapi tetap berhak menjenguk dan 

merawat walaupun hanya sesekali saja, dalam proses ini masih dapat 

dikatakan sesuai dan tidak menyalahi hukum islam. Tapi dalam segi 

pewarisan dimana tunggu tubang tersebut merupakan ahli waris yang 

diperuntukan untuk menjaga orangtuanya dan tradisi adat dirumahnya tidak 

dapat menjalankan aturan adat maka dalam hubungan pewarisan dengan 

orangtua nya terlepas dan putus ahli warisnya dalam hal ini kewarisan tunggu 

tubang tersebut dapat di alihkan berdasarkan adat yang berlaku.  

 Dalam masyarakat adat semendo orangtua dapat memberiakan harta 

berupa kebun atau tanah semasa sipewaris masih hidup tapi itu bukan lah 

warisan tetapi harta tersebut diberikan karena shodaqoh, infak atau sebagai 

wasiat wajibah bukan sebagai harta warisan. 

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemutusan kewarisan Tunggu 

Tubang dalam adat semendo di Desa Sukaraja 

Pandangan hukum Islam mengenai pemutusan waris tunggu tubang di 

Desa Sukaraja selama itu menimbulkan kerusakan dari pada kemaslahatannya 

maka anak perempuan boleh meninggalkan atau mengalihkan hak 

kewarisannya. Hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan 

demikian pula pada masyarakat Sukaraja Kec Waytenong, hukum Islam 

berperan sebagai penompang, hukum Islam menentukan sedangkan Hukum 

adat melaksanaknnya. 



 

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang ada 

dilapangan terdapat cara atau beberapa macam didalam proses pembagian 

harta warisan, yaitu:  

1. Berdasarkan atas sukarela 

2. Berdasarkan musyawarah dan mufakat  

Mengenai pembagian yang didasarkan atas sukarela, selagi tidak ada 

paksaan maka hal itu di perbolehkan, sebab Islam tidak bermaksut 

mempersulitkan umatnya dan selallu memberi jalan keluarnya. Mengenai 

harta warisan ada beberapa macam cara harta warisan yang sudah diartikan 

paada masyarakat semendo disini yaitu: 

1. Harta pemberian  

2. Harta bawaan  

3. Harta gono gini (selama dalam perkawinan) 

4. Harta bundal (warisan) 

Jika dilihat dari hukum Islam, harta warisan diatas sesuai dengan 

hukum Islam, sedangkan harta bundal belum sesuai dengan hukum Islam, 

yaitu apabila pewaris mati maka harta warisan yang ditinggalkan oleh simayit 

berpindah kepada ahli warisnya. Maka tidak ada sisa harta yang diturunkan 

kepada anak cucu pewaris tersebut. 

Adapun hal ini sesuai dengan firman allah yang terdapat dalam surat 

Ann-Nissa ayat 11 bahwa isinya yang mengatakan : semua dari harta 

kekayaan sipewaris hendaknya dibagikan kepada ahli warisnya setelah 

menyelesaikan waasiat dan hutang-hutangnya. 



 

Jadi semua harta waris yang ditinggalkan simayit baik harta 

bawaan,harta gono-gini,harta pemberian harus diberikan kepada ahliwarisnya 

setelah adanya pristiwa kematian stelah semua diselesaikan wasiat dan hutang 

piutang dan yang lainnya. 

Mengenai tentang ahli waris ada beberapa macam atau golongan yang 

menerima harta warisan yaitu: 

1. Ayah dan ibu 

2. Anak laki-laki dan perempuan 

3. Suami dan istri 

4. Keluarga suami dan keluarga istri 

Akan tetapi para ahli waris diatas merupakan ketentuan umum saja, 

bukan ahli waris yang pasti akan menerima warisan sedangkan yang pasti 

menerima warisan adalah seorang anak perempuan tertua (sebagai tunggu 

tubang), sedangkan ahli waris yang lain dapat menikmati, manfaat dari harta 

warisan tunggu tubang yang dikelola oleh ahli waris tunggu tubang. 

Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam ahli waris mendapat bagian 

lebih banyak dibandingkan perempuan yan g mendapat satu bagian, dengan 

demikian kewarisan tunggu tubang tidak sesuai dengan faraidh Islam 

sedangkan Islam telah menetapkan bagian-bagian masing masing ahli 

warisnya 

Dengan membandingakan antara pelaksanaan hukum kewarisan Islam 

dan pelaksanaan kewarisan hukum kewarisan adat semendo, kalau dilihat dari 

dasarnya saja dapat dikatakan bahwa pembagian waris adat tunggu tubang 



 

dalam adat semendo untuk kewarissan hanya melakukan berdasarkan tradisi 

yang sudah terjadi turun temurun dan tidak sepenuhnya menyalahi ketentuan 

hukum Islam karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan syari’at Islam 

karena didalam ketentuan Islam dalam Al Qur’an sudah jelas pebagiannya 

warisan,yaitu surat An-Nisaa ayat 11, 12,dan 176. 

Akan tetapi dalam menetapkan hukum terutama sah dan batal, halal 

dan haram tidak semudah itu. Tidak hanya dilihat dari luar dan sekali lewat 

saja tetapi harus dilihat dariberbagai segi. Adapun segi-segi yang harus 

diperhatikan untuk mengetahui hakekat hata tunggu tubang ialah yang 

menyangkut hak, pemilikaan dan peralihan harta. 

Pewarisan menurut adat bukan berarti peralihan harta dari pewaris 

kepada ahli waris, tetapi peralihan peranan atas kepengurusan harta pusaka 

berbeda halnya dengan pewarisan hukum Islam. Dalam hukum Islam 

pewarisan berarti peralihan hak milik dari yang mati kepada yang hidup. 

Hukum Islam yang merupakan salah satu bagian dari norma-norma 

hukum yang berlaku dalam masyarakat khususnya umat Islam, berdasarkan 

data dokumen-dokumen serta keterangan para tokoh adat yang penulis dapat 

dilapangan bahwa masyrakat adat semendo di desa Sukaraja kecamatan 

Waytenong menggunakan dasar pewarisan tunggu tubang, dalam pelaksanaan 

pembagian warisan tunggu tubang tidak dibagi seperti ketentuan dalam 

kewarisan hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nissa ayat 

11,12 dan 176 . kewarisan tunggu tubang dimaksudkan untuk menjaga 

keutuhan dan kemaslahatan generasi ahli waris masa yang akan datang kalau 



 

harta warisan dibagi bagi dan menjadi hak milik ahli waris,maka ahli waris 

berhak menjualnya kepada siapapun. Sehinnga harta warisan tersebut dimassa 

yang akan datang dapat berkurang.  

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar masyarakat semendo tidak 

menetapkan hukum kewarisan Islam sepenuhnya, walaupun sebagian dari 

mereka sudah mengetahui bahwa dalam konsep Al Qur’an sudah jelas 

pembagian waris menurut syari’at Islam. Tetapi mereka tetap menjalankan 

dan melaksanakan naluri adat mereka yang berasal dari nenek moyang, 

karena tradisi tunggu tubang ini sudah turun temurun dan sudah dilakukan 

sejak nenek moyang orang semendo terdahulu dan menurut masyarakat 

semendo ini tidak menyalahi syari’at Islam karena sudah menjadi naluri adat 

semendo.  

 

. 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan 

hukum Islam terhadap pemutusan waris bagi anak tunggu tubang maka 

disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: 

1. Pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan Tunggu Tubang pada 

masyarakat semendo didesa Sukaraja Kecamatan. waytenong kabupaten. 

Lampung Barat, belum sesuai dengan  ketentuan kewarisan  hukum Islam. 



 

Karena yang mengelola dan menunggu adalah anak Tunggu Tubang 

adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki dan ahli waris yang 

lainnya tidak berhak dan menunggu tapi berhak menikmati dan mengambil 

manfaat dari harta tunggu tubang tersebut. Sedangkan dalam ketentuan 

kewarisan hukum Islam anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak 

daripada anak perempuan.  

Sesungguh nya dalam kewarisan hukum islam sudah ditetapkan 

didalm Al-Qur’an dalam surat An-Nisa ayat 11 yang dapat disimpulkan 

bahwa “ Allah sudah mensyariatkan tentang pembagian harta waris/pusaka 

yaitu bagian seorang laki-laki sana dengan bagian bagian dua orang anak 

perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 

bagi mereka memperoleh 2/3 dari harta yag ditinggalkan , jika perempuan 

sorang saja maka memperoleh separo harta. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui dan maha bijaksana”. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

dalam kewarisan hukum Islam tidak mengenal dengan adanya pemutusan 

atau peralihan harta waris karna dalam hukum Islam sudah dijelaskan 

bagian-bagian dari masing masing ahli warisnya. 

2. Pandangan hukum Islam mengenai pemutusan waris tunggu tubang didesa  

Sukaraja kecamatan Waytenong Kabupaten. Lampung Barat berdasarkan 

hukum Islam tidak ada kewarisan tunggu tubang, karena dalam hukum 

Islam segala sesuatu sudah direntukan didalam Al- Qur’an, Sunnah, 

Hadits, Ijmak dan Ijtihad.  



 

Anak perempuan tunggu tubang boleh atau mubah melepasakan hak waris 

yang bukan haknya tetapi dalam hal ini tidak masyarakat tidak sepenuhnya 

menyalahi kewarisan hukum Islam karena masyarakat semendo dalam hal 

ini mempercayai naluri yang sudah berlaku secara turun temurun dan 

menjaga kemaslahatan sehingga harta tersebut tidak hilang dan habis 

dijual oleh ahli waris.    

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap 

pemutusan waris bagi anak Tunggu Tubang daalam adat semendo dilihat 

dalam persfektif Islam ternyata belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan 

kewarisan Hukum Islam oleh sebab itu saran dalam karya ilmiah ini ditunjuan 

kepada: 

1. Diharapkan kepada ulama dan ketua adat agar dapat mempelajari, 

memahami dan mempraktekan ketentuan syari’at Islam  dalam sistem 

kewarisan sebagai mana yang ada dalam Al-Qur’an. 

2. Untuk masyarakat pada umumnya dan lebih khusus kepada tokoh adat dan 

tokoh masyarakat agar diharapkan dapat meninggalkan adat kebiasaan 

yang tidak sejalan dengan syari’at hukum Islam dan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.  
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